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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN JALUR HIJAU DAN 

SUNGAI DI KOTA MEDAN 

 

 

Jalur hijau adalah setiap jalur yang terbuka sesuai rencana kota yang peruntukan, 

penataan, dan pegawasannya dilakukan oleh Pemerintahan Daerah. Dalam melakukan 

penertiban jalur hijau dan sungai tersebut tentunya harus dengan menetapkan kebijakan-

kebijakan yang sangat efektif, sehingga kebijakan-kebijakan yang telah disusun dan 

direncanakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun yang 

menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan 

penertiban jalur hijau dan sungai di Kota Medan. Dan memiliki tujuan untuk 

meningkatkan penertiban jalur hijau dan sungai pada Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang serta agar terciptanya ketentraman dan 

ketertiban di masyarakat. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode 

deskriptif dengan analisis kualitatif dan pengumpulan data menggunakan teknik 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis 

menunjukkan bahwa  penertiban jalur hijau dan sungai di Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang sudah terlaksana dengan baik  Hal ini 

menunjukkan dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata 

Ruang sudah menolak keras kepada masyarakat bahwasannya tidak dperbolehkan 

beraktivitas atau membangun di Kawasan jalur hijau dan sungai dan bagi yang melanggar 

dapat dikenakan sanksi yang tegas dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta 

Karya dan Tata Ruang tersebut.  

Kata kunci : Implementasi, penertiban, jalur hijau dan sungai 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Kebijakan penertiban jalur hijau dan sungai merupakan salah satu 

kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kota Medan yang dituangkan dalam 

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketentraman dan 

Ketertiban Umum. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 adalah 

Peraturan yang dikeluarkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta 

Karya dan Tata Ruang Kota Medan yang memuat Peraturan- Peraturan tentang 

ketentraman dan ketertiban umum. Adapun maksud dan tujuan dari dibuatnya 

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 ini adalah sebagai pedoman 

bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang 

dalam mengawasi, mencegah, dan menindak setiap perilaku yang mengganggu 

ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta meningkatkan kesadaran 

masyarakat dalam upaya membangun, memelihara ketentraman, dan ketertiban 

umum. 

Kebijakan penertiban jalur hijau dan sungai adalah kebijakan yang 

bertujuan untuk melestarikan serta meningkatkan kualitas jalur hijau dan sungai di 

Kota Medan. Kebijakan ini bisa mencakup berbagai hal, seperti pemeliharaan 

jalur hijau serta sungai, pengembangan jalur hijau baru, serta pengendalian erosi. 
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Kebijakan jalur hijau dan sungai juga dapat mencakup upaya-upaya untuk 

mengurangi polusi air serta meningkatkan kualitas air di sungai-sungai. 

Implementasi kebijakan jalur hijau dan sungai dapat dilakukan oleh pemerintah 

setempat, organisasi masyarakat sipil, atau kelompok-kelompok lain yang terkait 

dengan konservasi lingkungan. Kebijakan ini dapat mencakup berbagai tindakan, 

seperti pengelolaan sampah yang lebih baik, pengurangan pemakaian pestisida 

dan herbisida, serta pengembangan sistem drainase yang lebih efektif. Kebijakan 

jalur hijau dan sungai dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, seperti 

meningkatnya kualitas hidup, peningkatan kesehatan masyarakat, serta pelestarian 

ekosistem alami. Selain itu, kebijakan jalur hijau dan sungai juga dapat membantu 

mengurangi dampak perubahan iklim dengan mengurangi emisi gas tempat 

tinggal   kaca dan  memperkuat sistem penyerapan karbon pada ekosistem. 

Dalam pengelolaan jalur hijau dan sungai di Kota Medan terkadang 

mengalami banyak masalah seperti polusi, pemanfaatan jalur yang tidak sah, dan 

kerusakan. untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemko Medan telah 

mengeluarkan beberapa tindakan seperti yang termuat dalam peraturan daerah 

Nomor 10 Tahun 2021. salah satu tindakan tersebut seperti penegakan peraturan, 

pemko dapat menegakkan peraturan yang telah ditetapkan dalam penggunaan 

jalur hijau dan sungai, seperti memberikan sanksi atau hukuman bagi masyarakat 

yang melanggar aturan tersebut. 

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang 

Ketenteraman dan  Ketertiban umum memuat berbagai langkah untuk membantu 
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tugas pemko Medan dalam penertiban jalur hijau dan sungai. jalur hijau dan  

sungai di Kota Medan agar menjadi lebih nyaman dan  aman sekaligus menjaga 

lingkugan Kota. terdapat berbagai masalah pada pelaksanaannya, seperti adanya 

oknum-oknum yang terus menerus merusak lingkungan Kota. masyarakat 

mungkin masih banyak yang belum melaksanakan apa yang dianjurkan oleh 

pemerintah. Sebaliknya, ada Beberapa masyarakat yang sudah melaksanakan 

kebijakan yang dianjurkan oleh pemerintah. mereka percaya bahwa sikap dari 

pemerintah adalah menjalankan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawabnya 

sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati, sehingga mereka 

dengan senang hati menerima kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Perumahan, 

Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang. 

Dengan demikian masyarakat sudah paham tentang apa yang seharusnya 

tidak dilakukan, tercantum pada Pasal 13 dalam Peraturan Daerah Kota Medan 

Nomor 10 Tahun 2021 telah dijelaskan larangan-larangan tertib jalur hijau antara 

lain ; a) melakukan perbuatan yang dapat merusak jalur hijau dan/atau taman 

beserta kelengkapannya; b) bertempat tinggal atau tidur di jalur hijau, taman, dan 

tempat umum; c) melakukan perbuatan berupa vandalisme terhadap taman beserta 

kelengkapannya dan tempat umum; d) berdiri, duduk dan/atau menjemur pakaian 

di pagar pada jalur hijau dan pagar di taman; e) berjualan atau berdagang, 

menyimpan atau menimbun barang di jalur hijau, taman dan tempat umum yang 

tidak sesuai dengan peruntukannya;  
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Pada Pasal 14 juga dijelaskan larangan-larangan tertib sungai antara lain; 

a) mendirikan bangunan di pinggir sungai, situ/danau, waduk dan di atas selokan 

atau saluran air; b) bertempat tinggal di pinggir sungai, situ/danau, waduk dan di 

atas selokan atau saluran air; c) membuang sampah dan/atau limbah cair ke 

sungai, situ/danau, selokan atau saluran air dan waduk; d) melakukan kegiatan 

usaha di pinggir sungai kecuali atas izin pejabat yang berwenang; e) mengambil 

dan menggunakan air sungai, saluran air untuk keperluan usaha yang bersifat 

komersial kecuali atas izin dari pejabat yang berwenang;  

Namun diharapkan kepada masyarakat lebih memperhatikan dan menaati 

Peraturan yang ada dan menyadari bahwa yang dilakukannya salah dan dapat 

merugikan semua pihak, bukan hanya pemerintah, lingkungan, serta kondisi 

ketertiban Kota yang berantakan. Dengan demikian, masyarakat Kota Medan 

harus menaati Peraturan yang dibuat oleh pemerintah supaya Kota Medan menjadi 

Kota yang kondusif dan tertata rapi serta masyarakat tertib untuk kemajuan Kota 

Medan.  

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

berkaitan dengan judul penelitian “Implementasi Kebijakan Penertiban Jalur 

Hijau Dan Sungai Di Kota Medan” 
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang diuraikan dalam latar belakang, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan 

Penertiban Jalur Hijau dan Sungai Di Kota Medan? 

1.3   Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui lebih dalam tentang Implementasi Kebijakan Penertiban Jalur Hijau 

dan Sungai di Kota Medan. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :  

a) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas 

pengetahuan dan wawasan peneliti tentang bagaimana penertiban jalur 

hijau dan sungai yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman, Cipta Karya dan Tata RuangKota Medan. 

b) Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi 

pemerintah dan instansi terkait khususnya bagi Dinas Perumahan, 

Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruangdalam penertiban 

jalur hijau dan sungai di Kota Medan. 

c) Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

ilmu pengetahuan bagi penulis dan sebagai salah satu syarat untuk 
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menempuh ujian sarjana Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera 

Utara.  

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

manfaat Penelitian, serta sistematika penulisan 

BAB II : URAIAN TEORITIS 

Bab ini mengemukakan teori-teori yang berkaitan dengan masalah dan 

objek yang akan diteliti. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini terdiri dari metode Penelitian, jenis Penelitian, kerangka konsep, 

definisi konsep, katagorisasi, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik 

analisis data, lokasi Penelitian.  

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memuat tentang hasil Penelitian dan pembahasan.  

BAB V : PENUTUP 

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil Penelitian dan saran-saran. 
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BAB II 

URAIAN TEORITIS 

 

2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik 

Menurut Wibawa (2008:5) yang mendefinisikan Implementasi merupakan 

suatu pelaksanaan arahan yang berarti pelaksanaan arahan atau program tersebut 

merupakan ketentuan dari yang telah ditetapkan.  

Menurut Dunn (2003:132) yang mendefinisikan Implementasi merupakan 

Langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan 

prinsip. Tindakan - tindakan dilakukan oleh individu, pejabat pemerintah, atau 

sektor swasta. Lebih tepatnya ia menyebutnya Implementasi dan dalam bukunya 

yang berjudul Analisis Kebijakan Publik itu istilah Implementasi Kebijakan. 

Menurutnya, Implementasi Kebijakan merupakan pelaksanaan dari tindakan 

Kebijakan dalam kurun waktu tertentu. 

Menurut Edwards III (1980:1) mendefinisikan Implementasi Kebijakan 

Publik adalah serangkaian proses yang penting. Karena jika Kebijakan tersebut 

tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik untuk dilaksanakan, maka 

tujuan dari Kebijakan publik tidak akan tercapai. 

Menurut Tacjhan (2005:25) mendefinisikan Implementasi Kebijakan 

Publik adalah Suatu proses kegiatan administratif yang terjadi setelah Kebijakan 

ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara politik dan evaluasi 
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Kebijakan. Implementasi Kebijakan mencakup logika top-down. Artinya, 

alternatif abstrak atau berbasis makro direduksi atau dimaknai sebagai alternatif 

konkrit dan mikro.  

Menurut Meter dan Horn (2013:1088), mendefinisikan Implementasi 

Kebijakan publik adalah Tindakan oleh badan publik untuk mencapai tujuan yang 

ditetapkan dalam keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha- 

usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan 

operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha- 

usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh 

keputusan-keputusan Kebijakan.  

Menurut Winarno (2005:102) mendefinisikan Implementasi Kebijakan 

Publik adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan Publik yang bertujuan 

untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan sebelumnya.  

Menurut Nurdin (2002:116) mendefinisikan Implementasi Kebijakan 

Publik adalah cara seseorang atau kelompok organisasi dalam memandang dan 

ikut berinteraksi dengan organisasi lain untuk mencapai tujuan-tujuannya.  

Menurut Sunggono (1994:137) mendefinisikan Implementasi Kebijakan 

Publik adalah Kebijakan publik baru dapat dimulai ketika tujuan Kebijakan publik 

tersebut ditetapkan, program Implementasi dilaksanakan, dan sumberdaya tersedia 

untuk mencapai tujuan Kebijakan. Dalam posisi ini, studi Implementasi Kebijakan 

publik semakin mendapatkan perhatian karena didasarkan pada asumsi bahwa 
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kegagalan program yang dijalankan dengan baik adalah akibat langsung dari 

masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program-program tersebut. 

Dari beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

Implementasi Kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan 

oleh pemerintah baik pihak swasta terhadap ketetapan-ketetapan yang telah 

ditetapkan dan diputuskan untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan Kebijakan 

tersebut. dimana tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah 

keputusan- keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu 

tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai 

perubahan- perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan 

Kebijakan. 

Adapun tujuan dari Implementasi Kebijakan Publik menurut Tahir 

(2014:58) adalah untuk menetapkan arah agar tujuan Kebijakan publik dapat 

direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah serta terciptanya ketertiban, 

kenyamanan dan keamanan bersama. 

2.2  Proses - Proses Implementasi Kebijakan Publik 

Menurut Michael Howlett dan M.Rams (1995:11) menyatakan bahwa 

proses Kebijakan Publik terdiri dari lima tahapan, sebagai berikut : 

a) Penyusunan agenda (agenda setting), yakni suatu proses agar suatu 

masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah  
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b) Formulasi Kebijakan (policy formulation), yakni proses perumusan 

pilihan- pilihan Kebijakan oleh pemerintah  

c) Pembuatan Kebijakan (decision making), yakni proses ketika 

pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak 

melakukan tindakan  

d) Implementasi Kebijakan (policy implementation), yakni proses untuk 

melaksanakan Kebijakan supaya mencapai hasil  

e) Evaluasi Kebijakan (policy evaluation), yakni proses untuk memonitor 

dan menilai hasil atau kinerja Kebijakan. 

Berdasarkan teori tersebut pembuatan Kebijakan tidak dapat dipisahkan 

dari lingkungan sekitarnya. Tuntutan terhadap Kebijakan dapat dilahirkan karena 

pengaruh lingkungan, dan kemudian ditransformasikan ke dalam suatu system 

politik. 

2.3  Unsur – Unsur Implementasi Kebijakan Publik 

Menurut Tachjan (2008:37) menjelaskan bahwa unsur-unsur Implementasi 

Kebijakan publik yaitu : 

a) Unsur pelaksana, implementor Kebijakan, sebagai mana yang 

dijelaskan Dimock dan Dimock dalam Tachjan (2006:28), Pelaksanaan 

Kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan Kebijakan yang 

terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta 
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perumusan Kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, 

perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakan 

manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian.  

b) Adanya Program Yang Dilaksanakan, Suatu Kebijakan publik tidak 

mempunyai arti penting adanya tindakan yang nyata dilakukan dengan 

berbagai program atau kegiatan. Program atau kegiatan merupakan 

rencana yang komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya 

yang digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan.  

c) Target Group Atau Kelompok Sasaran, sekelompok orang atau 

organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa 

yang akan dipengaruhi perilakunya oleh Kebijakan. 

2.4  Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik 

Menurut Edward III (1980:1) menyatakan bahwa ada empat variabel 

krusial dalam implementasi yaitu : komunikasi, sumberdaya, watak atau sikap dan 

struktur birokrasi. keempat faktor tersebut beroperasi secara simultan dan saling 

berinteraksi satu sama lainnya. 

a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan 

agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang 

menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada 

kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi 

implementasi.  
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b) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara 

jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan 

sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan 

berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya 

manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya 

finansial.  

c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh 

implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila 

implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut 

dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan 

oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau 

perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses 

implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.  

d) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas 

mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi 

adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi.  

Menurut Winarno (2005:150), ”Standard operational procedure (SOP) 

merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber 

daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan 

luas”. Edward III dalam Widodo (2010:107) menyatakan bahwa :  demikian pula 

dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, system dan 
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prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, 

dan tangggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara 

organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan 

implementasi kebjakan. 

Menurut Tangkilisan (2003:12) menyatakan bahwa Komunikasi memiliki 

peranan penting terutama dalam implementasi Kebijakan Agar suatu 

implementasi menjadi efektif. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan dalam 

implementasi kebijakan. Keputusan kebijakan dan peraturan pelaksanaan harus 

dikomunikasikan kepada para anggota secara tepat dan efektif. Komunikasi ini 

memerlukan ketelitian, dan pelaksana harus menerima komunikasi tersebut secara 

akurat. 

Menurut Edward III (2016:137) terdapat indikator yang dapat dipakai 

(digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut diatas, 

yaitu : a) Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan 

suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran 

komunikasi adanya salah pengertian (miskomunikasi) hal ini disebabkan karena 

komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang 

diharpakan terdistrosi di tengah jalan. b) Kejelasan; komunikasi yang diterima 

oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. c) 

Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi 

haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan) ini karena jika perintah yang 
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diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi 

pelaksana di lapangan. 

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Widodo (2007:101) bahwa 

karakteristik para pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, 

dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Sikap para pelaksana dalam 

menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan harus 

dilandasi dengan sikap disiplin. Hal tersebut dilakukan karena dapat 

mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, setiap badan/instansi 

pelaksana kebijakan harus merasa memiliki terhadap tugasnya masing-masing 

berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. 

2.5  Proses Pelaksanaan Kebijakan 

Proses pelaksanaan Kebijakan digambarkan sebagai apa yang ditetapkan 

secara jelas oleh pembuat Kebijakan (pemerintah) yang akan memiliki dampak 

tertentu. Jann dan Wegrich (2007) menyebutkan bahwa proses pelaksanaan 

Kebijakan mencakup beberapa unsur, yaitu sebagai berikut : 

a) Spesifikasi rincian program, yakni tentang bagaimana dan dimana 

lembaga instansi atau organisasi harus menjalankan program, dan 

bagaimana hukum atau program ditetapkan.  

b) Alokasi sumberdaya, yakin tentang bagaimana anggaran 

didistribusikan, personil atau anggota yang akan melaksanakan 
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program dan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan 

program.  

c) Keputusan, yakni tentang bagaimana tindakan akhir yang akan 

dilakukan dalam menjalankan suatu program. 

Menurut Lineberry dalam Fadillah Putra (2003:811), mengatakan bahwa 

proses pelaksanaan Kebijakan setidak-tidaknya memiliki elemen-elemen sebagai 

berikut : 

a) Pembentukan unit organisasi baru dan pelaksanaan  

b) Penjabaran tujuan ke dalam sebagai aturan pelaksana (standard 

operating procedures/SOP)  

c) Koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran pada kelompok 

sasaran,pembagian tugas di dalam dan diantara dinas-dinas dan badan 

pelaksana.  

d) Pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan. 

2.6  Tahap - Tahap Perencanaan Kebijakan  

Dalam pelaksanaan suatu Kebijakan, tentunya suatu perencanaan harus 

terlebih dahulu direncanakan karena sebuah perencanaan akan menjadi sebuah 

patokan dalam melaksanakan kegiatan dalam mencapai sebuah tujuan. Menurut 
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Syafie (2007:50) yang merumuskan tahap-tahap dari perencanaan Kebijakan 

yaitu: 

a) Identifikasi Masalah  

b) Analisis Situasi  

c) Merumuskan Yang Hendak Dicapai  

d) Menyusun Garis Besar Semacam Proposal  

e) Menetapkan Komponen  

f) Mengumpulkan Data Terkait  

g) Pengolahan Data atau Penyimpulan Data  

h) Pendiskusian Rencana Sesuai Data  

i) Penyusunan Naskah Rencana,  

j) Evaluasi Naskah Rencana. 

Keberhasilan pencapaian tujuan perencanaan jangka pendek atau jangka 

panjang membutuhkan kemampuan dalam tingkat pengalaman, pengetahuan, dan 

institusi yang baik, maka segala upaya pencapaian tujuan yang dilaksanakan dapat 

efisien. 
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2.7  Pengertian Kebijakan Publik 

Secara etimologis Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang 

dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah, yang memiliki tujuan 

tertentu dalam kepentingan seluruh masyarakat. Sebagai produk perundang 

undangan, Kebijakan publik seharusnya relavan dengan kepentingan masyarakat. 

Oleh karena itu, Kebijakan publik meliputi suatu proses memilih dan memilah 

berbagai alternatif tertentu dalam masyarakat. 

Menurut Dunn (2005:24) menyatakan bahwa Kebijakan Publik merupakan 

Kebijakan-Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai bahan dalam 

pengambil keputusan politik untuk mencapai tujuan tertentu dari masyarakat 

melalui berbagai tahapan persiapan.  

Menurut Syafie (2006:104) menyatakan bahwa Kebijakan Publik 

merupakan semacam jawaban untuk masalah. Karena merupakan upaya untuk 

memecahkan, mengurangi, dan mencegah kejahatan, dan sebaliknya menjadi guru 

inovasi dan pemandu munculnya kebaikan dengan cara dan tindakan yang terarah.  

Menurut Mustopadidjaja (Tahir, 2014:21) menyatakan bahwa Kebijakan 

Publik merupakan istilah Kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya atau 

kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya dan Kebijakan tersebut 

dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan.  

Menurut Mulyadi (2015:37) menyatakan bahwa Kebijakan Publik 

merupakan Keputusan yang dirancang untuk memperbaiki kesalahan tertentu 
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dalam pelaksanaan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang 

dilakukan oleh suatu entitas yang disetujui dalam rangka pelaksanaan tugas 

pemerintah negara bagian dan pembangunan bersifat spesifik.  

Menurut Dunn (2000:132) menyatakan bahwa Kebijakan Publik 

merupakan Pola ketergantungan yang kompleks dari pengambilan keputusan 

kolektif yang saling bergantung, termasuk pengambilan keputusan agensi atau 

agensi. Kami memahami bahwa pola kecanduan yang kompleks mencakup bidang 

kewajiban pemerintah seperti pertahanan, keamanan, pendidikan, kesehatan, dan 

kesejahteraan masyarakat. 

Dari beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Kebijakan 

Publik merupakan suatu ketetapan dari Pemerintah yang telah ditentukan dan 

harus dilaksanakan guna untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dan untuk 

memenuhi semua kebutuhan dan kepentingan masyarakat. 

2.8  Ciri - Ciri Kebijakan Publik 

Menurut Suharno (2010:22) ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan 

publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan. Adapun ciri- 

ciri kebijakan publik antara lain : 

a) Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada 

tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan 

kebetulan. Kebijakan dalam system politik modern merupakan suatu 

tindakan yang direncanakan.  
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b) Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling 

berkait dan berpola yang mengarah kepada tujuan tertentu yang 

dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan 

keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan yang dimaksud tidak hanya 

mencakup kepada pembuatan Undang-undang tetapi diikuti dengan 

keputusan-keputusan yang bersangkutan dengan implementasi dan 

pemaksaan pemberlakuan.  

c) Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan 

pemerintah dalam bidang tertentu.  

d) Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negative, 

kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk 

tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-

masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan. 

2.9  Tahap - Tahap Kebijakan Publik 

Tahapan-tahapan Kebijakan merupakan suatu prosedur atau langkah- 

langkah yang harus diikuti untuk mencapai tujuan dengan tepat. Seseorang 

melakukan suatu kegiatan tentu saja harus memperhatikan langkah- langkah 

mengerjakannya. Menurut William Dunn (2013:24) tahap - tahap Kebijakan 

publik terdiri dari beberapa faktor, yaitu :  

a) Penyusunan Agenda atau agenda setting merupakan Sebuah fase & 

proses yg sangat strategis pada empiris Kebijakan publik. Dalam 



20 

 

 

 

proses inilah terdapat ruang buat memaknai apa yg dianggap menjadi 

perkara publik & rencana publik perlu diperhitungkan. apabila sebuah 

informasi sudah sebagai perkara publik, & menerima prioritas pada 

rencana publik, maka informasi tadi berhak menerima alokasi asal 

daya publik yg lebih daripada informasi lain.  

b) Formulasi Kebijakan merupakan pembahasan Masalah yang sudah 

masuk dalam agenda Kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat 

Kebijakan. Masalah-masalah tersebut kemudian didefinisikan untuk 

kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah 

tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan Kebijakan yang 

ada.  

c) Adopsi atau legitimasi Kebijakan merupakan pemberian kekuasaan 

kepada pihak pemerintahan untuk menetapkan dan menentukan 

Kebijakan seperti apa yang dapat diambil dalam pemecahan masalah 

yang dihadapi masyarakat.  

d) Penilaian atau evaluasi Kebijakan merupakan proses akhir dari 

penilaian atas Kebijakan yang dilakukan pemerintah terhadap 

permasalahan yang ada serta menilai dampak yang diterima dari 

penetapan Kebijakan tersebut.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Jenis Penelitian  

Jenis Penelitian tentang implementasi kebijakan penertiban jalur hijau dan  

prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, 

melukiskan keadaan sekitar dengan objek Penelitian pada saat sekarang 

berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Data dalam 

metode ini diperoleh dengan wawancara. 

3.2  Kerangka Konsep 

Menurut Nawawi (1994:43) mengemukakan bahwa kerangka konsep 

adalah istilah atau defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak 

kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu 

sosial. Kerangka konsep yang akan penulis gambarkan adalah sebagai berikut:  
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Gambar 3.1 Kerangka Konsep 

 

  

  

 

   

 

Implementasi Kebijakan Penertiban 

Jalur Hijau Dan Sungai Di Kota 

Medan 

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk 

menciptakan ketertiban di Kawasan 

jalur hijau dan sungai 

Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman, Cipta Karya 

Dan Tata Ruang Kota 

Medan 

Memberikan ketentraman dan ketertiban 

kepada masyarakat sehingga masyarakat 

tersebut merasa tentram dan nyaman.  
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3.3  Definisi Konsep 

Konsep didefinisikan sebagai kumpulan ide atau gagasan yang ideal dan 

signifikan dalam bentuk  yang abstrak dan universal dimana dapat diterapkan 

secara konsisten untuk setiap perluasannya membawa makna yang mewakili 

sejumlah objek dengan ciri dan bentuk yang sama. kesatuan pemahaman tentang 

suatu hal atau masalah yang dirumuskan.  

1) Implementasi adalah proses yang dilakukan apabila tujuan dan sasaran 

teiah ditetapkan dan telah siap untuk dilaksanakan. Serta Adanya 

tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam 

keputusan kebijakan.  

2) Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh kelompok 

atau pemerintah yang didalaminya terdapat unsur keputusan dan 

petunjuk untuk melakukan tugas agar tercapainya suatu tujuan dan 

mengatasi permasalahan yang dihadapi.  

3) Penertiban jalur hijau berdasarkan peraturan daerah Kota Medan 

Nomor 10 Tahun 2021 adalah setiap jalur yang terbuka sesuai rencana 

kota yang peruntukan, penataan, dan pengawasannya dilakukan oleh 

pemerintahan daerah. 
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3.4  Kategorisasi Penelitian 

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel 

Penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi 

Penelitian pendukung untuk analisis dari variabel Penelitian. Kategorisasi 

menyiratkan bahwa benda termasuk dalam kategori untuk tujuan tertentu. Tentu, 

sebuah kategori menjelaskan hubungan antara subjek dan objek pengetahuan. 

Katagorisasi dalam Penelitian ini adalah 

1. Adanya komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan  

2. Adanya proses pelaksanaan kebijakan  

3. Adanya sikap dari para pelaksanaan kebijakan 

4. Adanya standart operating procedure dalam suatu kebijakan 

3.5  Narasumber  

Orang yang menawarkan pengetahuan dan opini tentang informasi atau 

mereka yang dimintai pendapatnya. Sudut pandang ini biasanya diperoleh melalui 

wawancara. Subjek dari mana data dapat dikumpulkan berfungsi sebagai sumber 

informasi Penelitian, maka informan adalah sebagai berikut: 

1) Kepala Bidang Penataan Ruang : Ahmad Fadli Pohan, S.T 

2) Kepala Sub Kordinator Penataan Ruang : Riki Sinar 
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3) Kepala Bidang Penataan Bangunan : Yunita Andriani  

3.6  Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan data dengan dua cara 

yakni : 

a. Data Primer  

Pengumpulan data yang diperoleh dari responden (objek penelitian) untuk 

memproleh fakta yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, data ini diperoleh 

dengan cara wawancara dan dokumentasi.  

b. Data Sekunder  

Data yang diperoleh melalui data yang diteliti dan dikumpulkan oleh 

pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah penelitian, data ini diperoleh melalui 

studi kepustakaan. 

3.7  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu 

data yang diperoleh melalui pengumpulan data kemudian akan diinterprestasikan 

sesuai dengan tujuan Penelitian yang telah dirumuskan. 
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3.8  Waktu Dan Lokasi Penelitian 

Pemilihan lokasi Penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggung 

jawabkan data yang diambil. Penelitian ini akan dilakukan di Dinas Perumahan, 

Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan. Adapun waktu 

untuk penelitian ini adalah 22 Februari 2023 sampai dengan 22 Maret 2023.  

3.9  Deskripsi Ringkas Objek Penelitian 

3.9.1  Profil Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya 

Dan Tata Ruang Kota Medan 

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan 

merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang tata ruang dan 

tata bangunan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas 

Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang mempunyai tugas 

melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang tata ruang dan tata bangunan 

antara lain melaksanakan pengukuran dan pemetaan, meneliti, menyusun, 

mengevaluasi dan mengembangkan serta mengendalikan rencana tata ruang kota, 

perencanaan dan penelitian tata bangunan serta konservasi bangunan/kawasan; 

pengendalian pemanfaatan ruang dan bangunan; pembinaan terhadap 

pembangunan fisik kota sesuai dengan rencana tata ruang kota dan ketentuan tata 

bangunan serta pola kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota serta 
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melaksanakan tugas berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

3.9.2  Visi dan Misi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta 

Karya dan Tata Ruang Kota Medan 

a. Visi  

Dalam mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas 

Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan mencanangkan suatu visi yaitu 

"Terwujudnya Kota Medan Yang Tertata, Nyaman, Modern dan Berdaya Saing. 

b. Misi  

Pencapaian visi tersebut di atas dilakukan melalui 5 misi sebagai berikut :  

1. Menyusun dan mengevaluasi rencana tata ruang dan kebijakan 

penataan ruang dan penataan bangunan secara berkualitas dan 

berkesinambungan dengan melibatkan stakeholder / shareholder.  

2. Mengembangkan Manajemen Organisasi SDM, Program Kerja dan 

Sarana Prasarana yang berkelanjutan.  

3. Memberikan Pelayanan dan informasi yang prima dengan 

mengembangkan teknologi sistem informasi.  
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4. Mengendalikan kebijakan penataan ruang dan bangunan melalui 

pengawasan, pembinaan, penertiban dan koordinasi pembangunan.  

5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang kota dan 

bangunan. 
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Gambar 3.2 Struktur Organisasi Dinas   Perumahan, Kawasan Permukiman, 

Cipta Karya Dan Tata Ruang  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Hasil Penelitian 

Bab ini membahas dan menyajikan data yang telah diperoleh dari hasil 

penelitian di lapangan atau dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang 

diperoleh dengan cara tanya jawab atau wawancara dengan narasumber sehingga 

memberikan gambaran yang jelas dan kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan 

berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui wawancara secara langsung oleh 

beberapa narasumber Pemerintahan Kota Medan yaitu Kantor Dinas Perumahan, 

Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang terkait tentang Implementasi 

Kebijakan Penertiban Jalur Hijau dan Sungai di Kota Medan.  

Untuk mendukung perolehan data, selain data primer, data sekunder juga 

sangat membantu menjelaskan hasil wawancara. Peneliti melakukan wawancara, 

melakukan observasi, dan dokumentasi untuk mengetahui prosedur yang 

dilakukan oleh perangkat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya 

dan Tata Ruang dalam melaksanakan kebijakan penertiban jalur hijau dan sungai 

di Kota Medan.  
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4.2  Deskripsi Hasil Wawancara 

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara terhadap 

narasumber, selanjutnya diperoleh data yang berhubungan erat dengan 

kategorisasi. 

4.2.1  Adanya Komunikasi Dalam Pelaksanaan Kebijakan 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 27 Februari 

2023 dengan Bapak Ahmad Fadli Pohan sebagai Kepala Bidang Penataan Ruang 

menyatakan bahwa pemerintahan Daerah ada melakukan komunikasi dalam 

pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini komunikasi yang dilakukan Dinas 

Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang  biasanya 

dengan melakukan sosialisasi terlebih dahulu terhadap pihak-pihak yang terlibat 

seperti masyarakat. dalam melakukan sosialisasi Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang harus konsisten dalam melakukan 

komunikasi kepada pihak-pihak terkait seperti kepada masyarakat, pihak swasta 

dan instansi-instansi lainnya. Dalam komunikasi yang dilakukan Dinas 

Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang melalui 

sosialisasi tentunya komunikasi tersebut sudah berjalan dengan sangat efektif 

dikarenakan masyarakat atau pihak-pihak yang terlibat sudah menaati peraturan 

yang telah dibuat oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan 

Tata Ruang misalnya peraturan tentang larangan yang tidak boleh membangun 

atau beraktivitas di kawasan jalur hijau dan sungai tersebut.  
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Adapun dalam melakukan komunikasi terhadap masyarakat Dinas 

Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang mendapatkan 

beberapa hambatan seperti banyak masyarakat beranggapan bahwa yang sudah 

mempunyai sertifikat itu boleh membangun di kawasan jalur hijau dan sungai 

tersebut. tetapi dalam peraturannya meskipun masyarakat mempunyai sertifikat 

tidak boleh beraktivitas atau membangun sesuatu di kawasan jalur hijau dan 

sungai karena dapat merusak kualitas jalur hijau dan sungai tersebut. Dapat dilihat 

dari hambatan tersebut Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan 

Tata Ruang harus memiliki tanggung jawab yang penting dalam melakukan 

penertiban jalur hijau dan sungai. Pemerintah diharapkan dapat membuat dan 

menegakkan peraturan yang lebih jelas dan tegas terkait penggunaan lahan yang 

berdekatan dengan jalur hijau dan sungai. Selain itu, pemerintah juga diharapkan 

dapat memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar peraturan tersebut. 

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 27 

Februari 2023 dengan Bapak Riki Sinar sebagai Sub Bagian Penataan Ruang yang 

menyatakan bahwa pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya 

dan Tata Ruang sudah melakukan dan menjalin komunikasi dengan masyarakat 

dalam penertiban jalur hijau dan sungai. Komunikasi yang dilakukan adalah 

mengadakan rapat koordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti pihak 

keamanan, pihak swasta, dan masyarakat setempat. Rapat koordinasi ini dilakukan 

untuk membahas cara terbaik dalam penertiban jalur hijau dan sungai dan 

memperoleh dukungan dari berbagai pihak. Dalam hal komunikasi yang 
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dilakukan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang 

dalam penertiban jalur hijau dan sungai sudah cukup efektif, Hal ini menunjukkan 

bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang 

telah memperoleh dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak dalam upaya 

penertiban jalur hijau dan sungai. Selain itu, Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang juga memanfaatkan media sosial untuk 

memperluas jangkauan komunikasi mereka dengan masyarakat. Hal ini 

memudahkan masyarakat untuk berinteraksi langsung dengan Dinas Perumahan, 

Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang dan memberikan masukan 

atau pertanyaan terkait tentang penertiban jalur hijau dan sungai tersebut.  

Kemudian, beliau juga mengatakan dalam melakukan komunikasi 

Pemeritah Daerah menemukan beberapa hambatan seperti kurangnya kesadaran 

dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga dan melestarikan jalur 

hijau dan sungai. Hal ini membuat masyarakat kurang merespon dengan baik 

ketika ada sosialisasi atau informasi yang disampaikan oleh Dinas Perumahan, 

Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang terkait penertiban jalur hijau 

dan sungai. setelah diadakannya informasi atau koordinasi tersebut maka Dinas 

Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang akan 

menetapkan anggota-anggota yang ditunjuk untuk menanggung jawabin 

penertiban jalur hijau dan sungai tersebut.  
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Selain itu, hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 28 februari 2023 

dengan Ibu Yunita Andriani sebagai Kepala Bidang Penataan Bangunan yang 

menyatakan bahwa adanya komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, 

Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang kepada masyarakat dengan 

cara mereka melakukan prtemuan dengan pihak-pihak terkait. Pertemuan ini 

dilakukan untuk memperkenalkan kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan 

yang berkaitan dengan penertiban jalur hijau dan sungai. dan setelah diadakannya 

pertemuan tersebut masyarakat jadi paham akan pentingnya menjaga lingkungan 

kota, agar terhindar dari oknum-oknum yang ingin merusak kelestarian kawasan 

jalur hijau dan sungai tersebut. Dalam komunikasi yang dilakukan oleh Dinas 

Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang dengan 

masyarakat terdapat ada beberapa kendala atau hambatan seperti keterbatasan 

akses informasi dan teknologi di beberapa daerah, sehingga sulit bagi masyarakat 

untuk memperoleh informasi terkait penertiban jalur hijau dan sungai. Hal ini 

membuat komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Darah sulit untuk sampai 

ke seluruh masyarakat. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa 

narasumber dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi yang dilakukan 

Pemerintah dalam penertiban jalur hijau dan sungai sudah berjalan dengan baik, 

pemerintah melakukan komunikasi dengan cara sosialisasi dan rapat koordinasi 

kepada pihak yang terkait seperti pihak keamanan, pihak swasta dan masyarakat 

setempat. Dimana komunikasi tersebut sudah mengarah kepada apa yang telah 
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ditetapkan pada pasal 13 dan 14 peraturan daerah Kota Medan No 10 tahun 2021. 

Tetapi, dalam menerapkan komunikasi pemerintah masih menemukan hambatan, 

seperti banyak masyarakat beranggapan bahwa yang mempunyai sertifikat boleh 

membangun sesuatu di kawasan jalur hijau dan sungai. dengan begitu, Dinas 

Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang harus lebih tegas 

kepada masyarakat terkait penggunaan lahan yang seharusnya tidak boleh dipakai 

atau beraktivitas di lahan tersebut.  

4.2.2  Adanya proses pelaksanaan kebijakan 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 27 Februari 

2023 dengan Bapak Ahmad Fadli Pohan sebagai Kepala Bidang Penataan Ruang 

menyatakan bahwa yang terlibat dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut 

adalah pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata 

Ruang, terutama Dinas Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, memiliki peran 

utama dalam mengimplementasikan kebijakan penertiban jalur hijau dan sungai. 

Pemerintah ini bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan, melakukan 

pemantauan, dan menindaklanjuti pelanggaran terkait penertiban jalur hijau dan 

sungai. Dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut ada proses penetapan 

anggota yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan tersebut pihak 

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang 

menetapkan dengan berdasarkan struktur organisasi. Di dalam struktur organisasi, 

terdapat unit atau bidang yang secara khusus menangani penertiban jalur hijau dan 
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sungai, dan di dalam unit tersebut terdapat anggota yang bertanggung jawab 

langsung dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam penetapan anggota yang 

bertanggung jawab tersebut Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta 

Karya dan Tata Ruang mempunyai beberapa tindakan seperti Pelaksanaan operasi 

penertiban. Pemerintah melakukan operasi penertiban di lokasi-lokasi yang telah 

ditentukan. Operasi penertiban dilakukan dengan melibatkan petugas Pemerintah, 

aparat keamanan, dan instansi terkait lainnya.   

Kemudian, beliau juga mengatakan dalam proses pelaksanaan kebijakan 

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang 

menemukan beberapa hambatan. Hambatan pertama yang dihadapi adalah 

kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga jalur hijau dan 

sungai. Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa membangun di atas 

jalur hijau dan sungai adalah hal yang biasa-biasa saja dan tidak berdampak buruk 

bagi lingkungan. 

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 27 

Februari 2023 dengan Bapak Riki Sinar sebagai Sub Bagian Penataan Ruang yang 

menyatakan bahwa yang terlibat dalam mengimplementasikan kebijakan 

penertiban jalur hijau dan sungai tersebut adalah instansi terkait seperti Dinas 

Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, dan Dinas Pekerjaan Umum juga terlibat 

dalam mengimplementasikan kebijakan penertiban jalur hijau dan sungai. Mereka 

berperan atau bertanggung jawab dalam memberikan informasi dan dukungan 
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teknis, serta melakukan pemantauan terhadap jalur hijau dan sungai di daerah 

masing-masing. Dalam proses pelaksanaan kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai beberapa tindakan dalam 

mengimplementasikan kebijakan penertiban jalur hijau dan sungai seperti 

Penguatan peraturan. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan 

Tata Ruang melakukan penguatan peraturan terkait penertiban jalur hijau dan 

sungai. Hal ini dilakukan dengan melakukan revisi atau pembuatan peraturan baru 

yang lebih tegas terhadap pelanggar. dalam melakukan tindakan tersebut ada 

menemukan beberapa hambatan seperti resistensi dari pelaku usaha. resistensi dari 

pelaku usaha yang beroperasi di sekitar jalur hijau dan sungai. Pelaku usaha 

tersebut merasa terganggu dengan adanya kebijakan penertiban ini, sehingga 

mereka cenderung melakukan perlawanan atau menolak untuk mengikuti aturan 

tersebut.  

Selain itu, hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 28 februari 2023 

dengan Ibu Yunita Andriani sebagai Kepala Bidang Penataan Bangunan 

menyatakan bahwa yang terlibat dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut 

adalah pihak swasta. Pihak swasta tersebut juga dapat turut berperan dalam 

mengimplementasikan kebijakan penertiban jalur hijau dan sungai, terutama 

dalam hal mematuhi aturan dan tidak melakukan aktivitas yang merusak jalur 

hijau dan sungai. Kemudian, dalam mengimplemetasikan kebijakan kepada pihak 

swasta ada proses menetapkan anggota yang bertanggung jawab dalam penertiban 

jalur hijau dan sungai. proses tersebut melakukan koordinasi terlebih dahulu 
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dengan instansi terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian, 

untuk menetapkan anggota yang bertanggung jawab dalam melaksanakan 

penertiban jalur hijau dan sungai di daerah masing-masing. 

Beliau juga mengatakan dalam proses pelaksanaan kebijakan ada beberapa 

tindakan dalam mengimplementasikan kebijakan penertiban jalur hijau dan 

sungai. tindakan itu seperti Pemetaan jalur hijau dan sungai. Pemerintah 

melakukan pemetaan untuk mengetahui lokasi jalur hijau dan sungai yang perlu 

ditertibkan. Pemetaan dilakukan dengan observasi ke lapangan. Dalam melakukan 

tindakan pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata 

Ruang menemukan beberapa hambatan seperti ada beberapa oknum yang masih 

beraktivitas atau membangun disekitaran jalur hijau dan sungai tersebut.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa 

narasumber dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam proses pelaksanaan kebijakan, 

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang sudah 

mengimplementasikan kebijakan tersebut. Beberapa pihak yang terlibat dalam 

mengimplementasikan penertiban jalur hijau dan sungai adalah Dinas Perumahan, 

Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, 

dan Dinas Pekerjaan Umum. Namun, dalam proses pelaksanaan kebijakan 

ditemukan beberapa hambatan seperti kurangnya kesadaran masyarakat dalam 

melestarikan kawasan jalur hijau dan sungai karena bisa berdampak buruk bagi 

lingkungan Kota.  
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4.2.3  Adanya sikap dari para pelaksanaan kebijakan 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 27 Februari 

2023 dengan Bapak Ahmad Fadli Pohan sebagai Kepala Bidang Penataan Ruang 

menyatakan bahwa pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya 

dan Tata Ruang sudah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam 

kebijakan penertiban jalur hijau dan sungai. bahwa para anggota tersebut telah 

bekerja keras dalam meningkatkan kualitas pemukiman warga dan menata ruang 

dengan baik. Beliau juga mengatakan sikap para pelaksana dalam menjalankan 

kebijakan tersebut adalah bahwa sikap pelaksana kebijakan itu harus tegas, 

bertanggung jawab dan profesional dalam menjalankan tugas-tugasnya terutama 

dalam penertiban jalur hijau dan sungai. Selain menjalankan tugasnya pemerintah 

memiliki komitmen yang kuat terhadap tugas dan tanggung jawabnya kepada 

masyarakat sehingga para anggota harus mengetahui tujuan dan sasaran kebijakan 

yang telah ditetapkan. 

Kemudian, dalam mengimplementasikan kebijakan penertiban jalur hijau 

dan sungai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata 

Ruang ada susunan struktur birokrasi tersebut yang menangani penertiban jalur 

hijau dan sungai. Susunan tersebut meliputi Bidang Penataan Ruang dan Penataan 

bangunan. Bidang Penataan Ruang bertanggung jawab untuk melakukan 

Perencanaan Tata Ruang terkait dengan jalur hijau dan sungai. dalam Bidang 

Penataan Bangunan bertanggung jawab untuk melakukan pegawasan terhadap 
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pelaksanaan kebijakan penertiban jalur hijau dan sungai. mereka melakukan 

inpeksi lapangan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dijalankan dengan 

baik dan sesuai dengan standart yang di tetapkan.  

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 27 

Februari 2023 dengan Bapak Riki Sinar sebagai Sub Bagian Penataan Ruang yang 

menyatakan bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan 

Tata Ruang melaksanakan rencana penertiban lingkungan hijau (jalur hijau dan 

sungai) sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku. Rencana penertiban 

meliputi pembersihan, pembangunan sistem drainase, pembangunan jalur hijau 

baru, relokasi kios dan pedagang kaki lima di sepanjang jalur hijau dan sungai. 

Pelaksanaan rencana tersebut masih dilakukan secara bertahap karena 

keterbatasan anggaran dan tenaga pelaksana. Namun menurut mereka, 

keseluruhan proyek berjalan sesuai rencana. Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang ini juga bertanggung jawab untuk 

mengawasi perkembangan Kota Medan dan menegakkan peraturan zonasi dan 

peraturan zonasi untuk penggunaan ruang. Namun, sumber daya yang terbatas 

mencegah pemantauan dan pencegahan pelanggaran yang optimal. Sebuah 

Kelompok Manajemen Kualitas Lingkungan telah dibentuk untuk 

mengkoordinasikan semua program pengendalian pencemaran dan pengendalian 

lingkungan di Kota Medan. Pelaksanaan koordinasi antar lembaga masih perlu 

ditingkatkan. 
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Dalam tugas dan tanggung jawabanya para implementor pasti memiliki 

peraturan dan prosedur yang jelas. Peraturan dan prosedur yang jelas juga dapat 

mempengaruhi komitmen pelaksana kebijakan. Jika pelaksana kebijakan memiliki 

peraturan dan prosedur yang jelas dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab 

pelaksana, maka pelaksana kebijakan akan lebih termotivasi dan memiliki 

komitmen yang kuat terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Dalam pelaksanaan 

kebijakan tersebut Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan 

Tata Ruang juga mempunyai susunan struktur birokrasi yang dapat 

mengimplementasikan kebijakan penertiban jalur hijau dan sungai salah satunya 

Kerja Sama Antara Instansi Terkait. Kerja sama antara instansi terkait, seperti 

Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, dan Badan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, akan sangat membantu dalam 

implementasi kebijakan penertiban jalur hijau dan sungai. Dengan kerja sama 

yang baik, seluruh instansi dapat bersinergi dan memaksimalkan pelaksanaan 

kebijakan tersebut. 

Selain itu, hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 28 februari 2023 

dengan Ibu Yunita Andriani sebagai Kepala Bidang Penataan Bangunan juga 

menyatakan bahwa dalam penertiban jalur hijau dan sungai para anggota 

pelaksana sudah lebih efektif menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai 

dengan peraturan yang dijalankan. Dalam pelaksanaan kebijakan para anggota 

langsung turun ke lokasi jalur hijau dan sungai untuk memberi peringatan kepada 



42 

 

 

 

masyarakat agar tidak ada yang beraktivitas di kawasan jalur hijau dan sungai 

tersebut.  

Dalam adanya sikap dari pelaksanaan kebijakan tersebut Dinas 

Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang juga menemukan 

susunan struktur birokrasi yang dapat mengimplementasikan kebijakan tersebut 

salah satunya adalah di Bidang Penataan Bangunan. Para anggota di Bidang 

tersebut langsung turun ke lapangan untuk memberikan informasi kepada 

masyarakat agar tidak ada lagi yang membangun, berjualan atau beraktivitas di 

kawasan jalur hijau dan sungai tersebut. Dikarenakan masih banyak masyarakat 

yang tidak menaati peraturan yang telah dibuat oleh Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang tersebut. Jadi kami selaku para 

pelaksana memberikan teguran atau sanksi tegas kepada masyarakat yang masih 

beraktivitas atau membangun di kawasan jalur hijau dan sungai tersebut.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa 

narasumber dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap para pelaksana kebijakan sudah 

menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam mengimplementasikan kebijakan 

tersebut Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang 

sudah memberikan tugasnya ke berbagai bidang terutama bidang penataan ruang 

dan penataan bangunan. Kedua bidang tersebut sudah memiliki tugas dan 

tanggung jawabnya masing-masing seperti bidang penataan ruang yang 

bertanggung jawab untuk melakukan perencanaan tata ruang terkait dengan jalur 
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hijau dan sungai. sedangkan bidang penataan bengunan tugasnya untuk 

melakukan pengawasan terhadap penertiban jalur hijau dan sungai. penertiban 

tersebut melalui inspeksi lapangan untuk memastikan bahwasannya kawasan 

tersebut aman dari oknum-oknum yang dapat merusak kawasan jalur hijau dan 

sungai.  

4.2.4  Adanya standart operating procedure dalam suatu kebijakan 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 27 Februari 

2023 dengan Bapak Ahmad Fadli Pohan sebagai Kepala Bidang Penataan Ruang 

menyatakan bahwa  Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan 

Tata Ruang sudah memiliki SOP (Standard Operating Procedure) dalam 

melaksanakan kebijakan penertiban jalur hijau dan sungai. SOP tersebut meliputi 

prosedur pemeriksaan lapangan, pengumpulan data, pemetaan, dan tindakan 

penertiban. Selain itu juga, aparatur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, 

Cipta Karya dan Tata Ruang sudah memenuhi syarat SOP dalam melaksanakan 

kebijakan penertiban jalur hijau dan sungai. Namun, ada beberapa aparatur yang 

masih perlu mendapatkan pelatihan dan bimbingan lebih lanjut dalam menerapkan 

SOP tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan 

dilakukan secara konsisten dan efektif oleh seluruh aparatur di Dinas Perumahan, 

Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang tersebut.  

Adapun dalam menjalankan SOP tersebut Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang melakukan pembagian tugas kepada 
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para anggota dalam menjalankan penertiban jalur hijau dan sungai. pembagian 

tugasnya dilakukan dengan cara Pertama-tama, tugas dan tanggung jawab 

diidentifikasi dan dibagi ke dalam beberapa seksi di bawah naungan Dinas 

Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang. Setiap seksi memiliki tugas dan 

tanggung jawab yang spesifik dalam mengimplementasikan kebijakan penertiban 

jalur hijau dan sungai. Setelah pembagian tugas tersebut pemerintah juga memiliki 

out put dalam menjalankan kebijakan penertiban jalur hijau dan sungai. Out put 

itu meliputi Terwujudnya penertiban jalur hijau dan sungai secara efektif dan 

teratur. Dalam implementasi SOP tersebut, seluruh proses penertiban jalur hijau 

dan sungai dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Sehingga, 

setiap tahapan proses penertiban dilakukan dengan tepat waktu dan secara 

terorganisir, sehingga menghasilkan hasil yang efektif dan teratur. 

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 27 

Februari 2023 dengan Bapak Riki Sinar sebagai Sub Bagian Penataan Ruang yang 

juga menyatakan bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya 

dan Tata Ruang memiliki SOP (Standard Operating Procedure) dalam 

melaksanakan kebijakan penertiban jalur hijau dan sungai. SOP tersebut meliputi 

prosedur pemeriksaan lapangan, Pertama-tama, petugas akan melakukan 

pemeriksaan lapangan untuk mengidentifikasi jalur hijau dan sungai yang perlu 

ditertibkan. Setelah itu, petugas akan mengumpulkan data terkait jalur hijau dan 

sungai tersebut, seperti ukuran, jenis tanaman, dan lain-lain. Data yang terkumpul 
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akan digunakan untuk memetakan jalur hijau dan sungai dan menentukan 

tindakan penertiban yang tepat.  

Dalam kebijakannya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta 

Karya dan Tata Ruang ada Bidang yang membahas tentang penertiban jalur hijau 

dan sungai ini. Yang pertama, Bidang Penataan Bangunan yang bertugas 

bertanggung jawab untuk melakukan pengumpulan data dan pemetaan jalur hijau 

dan sungai. Bidang ini akan melakukan survey lapangan, mengidentifikasi dan 

mengukur jalur hijau dan sungai yang akan ditertibkan. Data yang terkumpul 

kemudian akan digunakan untuk memetakan jalur hijau dan sungai yang perlu 

ditertibkan. Yang kedua, Bidang Penataan Ruang yang bertugas bertanggung 

jawab untuk melakukan sosialisasi kebijakan penertiban jalur hijau dan sungai 

kepada masyarakat sekitar. Mereka akan menjelaskan tujuan kebijakan dan 

manfaatnya untuk lingkungan dan masyarakat secara umum. Sosialisasi dilakukan 

untuk meminimalkan konflik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam 

menjaga kelestarian lingkungan. 

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 28 

februari 2023 dengan Ibu Yunita Andriani sebagai Kepala Bidang Penataan 

Bangunan juga menyatakan bahwa Dalam kebijakan penertiban jalur hijau dan 

sungai di Kota Medan, adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) sangat 

penting untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan dengan baik dan sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan. SOP dapat membantu para pelaksana dalam 



46 

 

 

 

memahami tugas dan tanggung jawab mereka, serta memastikan bahwa setiap 

langkah dalam penertiban jalur hijau dan sungai dilakukan dengan benar dan 

efektif. SOP dalam kebijakan penertiban jalur hijau dan sungai di kota Medan 

mungkin meliputi langkah-langkah seperti identifikasi jalur hijau dan sungai yang 

perlu ditertibkan, prosedur pengumpulan data dan informasi terkait, prosedur 

pelaksanaan penertiban dan pengawasan, dan prosedur pelaporan dan evaluasi. 

Dengan adanya SOP yang jelas dan terdokumentasi, diharapkan para pelaksana 

dapat melaksanakan tugas mereka dengan lebih baik dan efisien, serta memastikan 

keberhasilan penertiban jalur hijau dan sungai di kota Medan. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa 

narasumber dapat ditarik kesimpulan bahwa standart operating procedure (SOP) 

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang sudah 

menjalankan SOP nya dengan baik sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Dalam 

penertiban jalur hijau dan sungai pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, 

Cipta Karya dan Tata Ruang melakukan pemeriksaan lapangan, pengumpulan 

data, dan tindakan penertiban. Dalam SOP tersebut pihak Dinas Perumahan, 

Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang sudah memberikan tugasnya 

ke masing-masing anggota dalam menimplementasikan kebijakan penertiban jalur 

hijau dan sungai. beberapa tugas tersebut adalah survey lapangan, mengukur jalur 

hijau dan pemetaan jalur yang tidak sesuai. Dapat dilihat bahwasannya masih 

banyak masyarakat yang menggunakan fasilitas jalur seperti banyak oknum-
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oknum yang membangun, berjualan, beraktivitas di kawasan jalur hijau dan 

sungai tersebut. 

4.3  Analisis Hasil Wawancara 

Dari hasil penyajian data yang akan dianalisis dengan tetap mengarah 

kepada hasil interpretasi data tersebut sesuai dengan fokus dalam penelitian dari 

seluruh data yang telah didapat dalam penelitian dilapangan dengan cara 

melakukan wawancara kepada pada narasumber atau informasi terkait masalah 

kebijakan penertiban jalur hijau dan sungai di Kota Medan.  

4.3.1  Adanya komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan 

Menurut Edward III dalam Santoso, (1980: 43) menyatakan bahwa dalam 

implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh empat faktor salah satunya 

adalah adanya komunikasi yang dimana Komunikasi memegang peranan penting 

sebagai acuan implementasi kebijakan dan tahu persis apa yang harus dilakukan. 

Menurut Tangkilisan (2003:12) menyatakan bahwa Komunikasi memiliki 

peranan penting terutama dalam implementasi Kebijakan Agar suatu 

implementasi menjadi efektif. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan dalam 

implementasi kebijakan. Keputusan kebijakan dan peraturan pelaksanaan harus 

dikomunikasikan kepada para anggota secara tepat dan efektif. Komunikasi ini 

memerlukan ketelitian, dan pelaksana harus menerima komunikasi tersebut secara 

akurat. 
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Berdasarkan asumsi teori diatas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan 

komunikasi pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata 

Ruang telah melakukan sosialisasi dengan masyarakat. Dalam pelaksanaan 

komunikasi yang baik antara pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, 

Cipta Karya dan Tata Ruang kepada masyarakat tersebut pihak Dinas harus 

mengetahui dengan baik apa yang harus dilakukan dan dibutuhkan dalam 

menentukan komunikasi yang bagaimana harus dilakukan agar terlaksananya 

implementasi kebijakan tersebut. Sejauh ini, pihak Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang sudah maksimal dalam melakukan 

sosialisasi tersebut, dan implementasi peraturan daerah tersebut sudah berjalan 

dengan efektif, namun masih ada ditemukannya kendala dalam pelaksanaan 

komunikasi terhadap kebijakan tersebut. 

Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan wawancara yang telah dilakukan 

peneliti terhadap Kepala Bidang Penataan Ruang Bapak Ahmad Fadli Pohan pada 

tanggal 27 Februari 2023, dan Kepala Sub Bagian Penataan Ruang Bapak Riki 

Sinar pada tanggal 27 Februari 2023, Kepala Bidang Penataan Bangunan Ibu 

Yunita Andriani pada tanggal 28 Februari 2023 yang dimana pihak Dinas 

Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang sudah 

melakukan komunikasinya dengan baik tetapi masih menemukan beberapa 

kendala dimana masyarakat masih banyak yang tidak mendengarkan informasi 

yang telah diberikan dari pihak pemerintah bahwasannya tidak diperbolehkan 

beraktivitas atau membangun di kawasan jalur hijau dan sungai tersebut.  
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4.3.2  Adanya proses pelaksanaan kebijakan 

Menurut Jann dan Wegrich (2007) menyatakan bahwa proses pelaksanaan 

kebijakan mencakup beberapa unsur, yaitu spesifikasi rincian program, yakni 

tentang bagaimana dan dimana lembaga instansi atau organisasi harus 

menjalankan program, dan bagaimana hukum atau program ditetapkan. Alokasi 

sumberdaya, yakin tentang bagaimana anggaran didistribusikan, personil atau 

anggota yang akan melaksanakan program dan organisasi yang bertanggung 

jawab atas pelaksanaan program. Keputusan, yakni tentang bagaimana tindakan 

akhir yang akan dilakukan dalam menjalankan suatu program. 

Menurut Lineberry dalam Fadillah Putra (2003:811), mengatakan bahwa 

proses pelaksanaan Kebijakan setidak-tidaknya memiliki elemen-elemen sebagai 

berikut : 

1. Pembentukan unit organisasi baru dan pelaksanaan  

2. Penjabaran tujuan ke dalam sebagai aturan pelaksana (standard 

operating procedures/SOP)  

3. Koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran pada kelompok 

sasaran,pembagian tugas di dalam dan diantara dinas-dinas dan badan 

pelaksana.  

4. Pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan. 
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Berdasarkan asumsi teori diatas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan 

proses kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata 

Ruang telah melakukan dan menjalankan proses-proses kebijakannya dengan 

baik. dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut, proses penetapan anggota 

sudah sesuai dengan standart yang diperlukan, sehingga dalam menjalankan 

proses pelaksanaan kebijakan tersebut sudah sesuai dengan SOP. Tetapi, dalam 

proses pelaksanaan kebijakan tersebut masih menemukan beberapa kendala 

seperti penetapan anggota yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah 

ditetapkan.  

Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan wawancara yang telah dilakukan 

peneliti terhadap Kepala Bidang Penataan Ruang Bapak Ahmad Fadli Pohan pada 

tanggal 27 Februari 2023, dan Kepala Sub Bagian Penataan Ruang Bapak Riki 

Sinar pada tanggal 27 Februari 2023, Kepala Bidang Penataan Bangunan Ibu 

Yunita Andriani pada tanggal 28 Februari 2023 yang dimana bahwa kebijakan 

yang dibuat oleh pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan 

Tata Ruang telah berjalan dengan baik dan maksimal. Dalam proses pelaksanaan 

kebijakan, pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata 

Ruang sudah melaksanakan proses pelaksanaan sesuai dengan kebijakan yang 

telah ditetapkan, namun dalam proses penetapan anggota masih ada ditemukan 

anggota yang direkrut tidak sesuai dengan prosedur. Seperti direkrut karena 

adanya ikatan persaudaraan dan tanpa dilakukan interview.  
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4.3.3  Adanya sikap dari para pelaksanaan kebijakan 

Menurut Edward III (1980:1) menyatakan bahwa Disposisi, adalah watak 

dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, 

sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka 

implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang 

diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau 

perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi 

kebijakan juga menjadi tidak efektif.  

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Widodo (2007:101) menyatakan  

bahwa karakteristik para pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-

norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Sikap para 

pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana 

kebijakan harus dilandasi dengan sikap disiplin. Hal tersebut dilakukan karena 

dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, setiap badan/instansi 

pelaksana kebijakan harus merasa memiliki terhadap tugasnya masing-masing 

berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Berdasarkan asumsi teori diatas dapat diketahui bahwa sikap para 

pelaksana pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata 

Ruang sudah berjalan dengan baik karena pihak Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang sudah menjalankan tugas nya dengan 

sikap disiplin mengenai penertiban jalur hijau dan sungai tersebut. Sehingga pihak 
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dinas akan memberikan sanksi yang tegas bagi anggota yang tidak jujur atau tidak 

disiplin dalam menjalankan tugas yang telah diberikan.  

Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan wawancara yang telah dilakukan 

peneliti terhadap Kepala Bidang Penataan Ruang Bapak Ahmad Fadli Pohan pada 

tanggal 27 Februari 2023, dan Kepala Sub Bagian Penataan Ruang Bapak Riki 

Sinar pada tanggal 27 Februari 2023, Kepala Bidang Penataan Bangunan Ibu 

Yunita Andriani pada tanggal 28 Februari 2023 yang dimana bahwa dalam sikap 

para pelaksana dan menetapkan anggota dalam pelaksanaan kebijakan sudah 

berjalan dengan maksimal karena para implementor sudah tegas dan bertanggung 

jawab dalam pelaksanaan kebijakan penertiban jalur hijau dan sungai yang dibuat 

oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang. Para 

implementor kebijakan sudah mengikuti prosedur kebijakan tersebut. seperti 

pembagian tugas yang telah ditetapkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang. Pembagian tugas tersebut meliputi 

berbagai bidang, bidang penataan ruang dan bidang penataan bangunan. Kedua 

bidang tersebut yang mengatur tentang penertiban jalur hijau dan sungai di Kota 

Medan.  

4.3.4  Adanya standart operating procedure dalam suatu kebijakan 

Menurut Winarno (2005:150), ”Standard operational procedure (SOP) 

merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber 
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daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan 

luas”.  

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:107) menyatakan bahwa :  

demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut 

mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, 

fungsi dan kewenangan, dan tanggung jawab diantara pelaku, dan tidak 

harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya 

ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. 

Berdasarkan asumsi teori diatas dapat diketahui bahwa pihak Dinas 

Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang sudah memenuhi 

syarat standart operating procedure (SOP) dalam melaksanakan kebijakan 

penertiban jalur hijau dan sungai. SOP tersebut meliputi prosedur pemeriksaan 

lapangan, pengumpulan data, guncangan, dan tindakan penertiban.  

Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan wawancara yang telah dilakukan 

peneliti terhadap Kepala Bidang Penataan Ruang Bapak Ahmad Fadli Pohan pada 

tanggal 27 Februari 2023, dan Kepala Sub Bagian Penataan Ruang Bapak Riki 

Sinar pada tanggal 27 Februari 2023, Kepala Bidang Penataan Bangunan Ibu 

Yunita Andriani pada tanggal 28 Februari 2023 bahwa dalam pelaksanaan SOP 

sudah memenuhi syarat dalam melaksanakan kebijakan penertiban jalur hijau dan 

sungai. Namun, ada beberapa aparatur yang masih perlu mendapatkan pelatihan 

dan bimbingan lebih lanjut dalam menerapkan SOP tersebut. Hal ini dilakukan 
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untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan dilakukan secara konsisten dan 

efektif oleh seluruh aparatur di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta 

Karya dan Tata Ruang tersebut.  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa 

Implementasi Kebijakan Penertiban Jalur Hijau dan Sungai di Kota Medan di 

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang sudah 

optimal dalam melaksanakan kebijakannya, dapat diketahui komunikasi dalam 

pelaksanaan kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan 

Tata Ruang sudah dapat memecahkan beberapa kendala yang terjadi di 

masyarakat. Selanjutnya dalam proses pelaksanaan kebijakan pihak Dinas 

Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang telah melakukan 

dan menjalankan proses-proses kebijakannya dengan baik dalam pelaksanaan 

kebijakan tersebut. namun dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut masih ada 

beberapa hambatan seperti kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan 

penertiban yang sudah dibuat oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, 

Cipta Karya dan Tata Ruang. Kemudian, dalam sikap para pelaksana kebijakan 

pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang 

sudah berjalan dengan maksimal karena para implementor sudah tegas dan 

bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan penertiban jalur hijau dan sungai 

yang dibuat oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata 

Ruang. Para implementor juga mengikuti peraturan dan prosedur yang jelas yang 

dapat mempengaruhi komitmen pelaksana kebijakan. Serta, dalam hal standart 
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operating procedure pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya 

dan Tata Ruang sudah sepenuhnya memenuhi syarat SOP dalam melaksanakan 

kebijakan penertiban jalur hijau dan sungai. SOP tersebut meliputi prosedur 

pemeriksaan lapangan, pengumpulan data, dan penertiban.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis tentang 

Implementasi Kebijakan Penertiban Jalur Hijau dan Sungai di Kota Medan sudah 

berjalan dengan baik, namun ada beberapa kendala dalam implementasi kebijakan 

tersebut dengan analisis teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III 

keberhasilan Implementasi suatu kebijakan sangat ditentukan oleh empat variabel, 

yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur Birokrasi, maka penulis 

menyimpulkan sebagai berikut : 

1. Implementasi Kebijakan Penertiban Jalur Hijau dan Sungai di Kota 

Medan sudah terlaksana dengan baik. Hal tersebut dapat terlihat 

dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan 

Tata Ruang sudah menolak keras kepada masyarakat bahwasannya 

tidak diperbolehkan lagi beraktivitas atau membangun di Kawasan 

jalur hijau dan sungai tersebut.  

2. Komunikasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang dengan masyarakat sudah 

berjalan dengan baik. Namun, dalam melakukan komunikasi dengan 
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cara sosialisasi pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta 

Karya dan Tata Ruang masih menemukan beberapa kendala-kendala 

dalam penertiban jalur hijau dan sungai tersebut.  

3. adanya proses pelaksanaan kebijakan pihak Dinas Perumahan, 

Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang harus menentukan 

serta menetapkan tentang bagaimana dan siapa yang diberikan 

tanggung jawab dalam pelaksanaan penertiban jalur hijau dan sungai 

tersebut.  

4. Adanya sikap dari para pelaksana sudah berjalan dengan baik karena 

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang 

sudah menjalankan tugasnya dengan sikap disiplin mengenai 

penertiban jalur hijau dan sungai tersebut. Sehingga pihak dinas akan 

memberikan sanksi yang tegas bagi anggota yang tidak jujur atau tidak 

disiplin dalam menjalankan tugas yang telah diberikan. 

5. Dalam standart operating procedure (SOP) pihak Dinas Perumahan, 

Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang sudah 

melaksanakan atau memenuhi syarat SOP dalam melaksanakan 

kebijakan penertiban jalur hijau dan sungai. SOP tersebut meliputi 

prosedur pemeriksaan lapangan, pengumpulan data, dan penertiban.  
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5.2  Saran  

Berdasarkan hal yang dijabarkan diatas, maka penulis memberikan saran-

saran dalam Implementasi Kebijakan Penertiban Jalur Hijau dan Sungai di Kota 

Medan sebagai berikut : 

1. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang 

seharusnya melakukan riset atau pengumpulan data terlebih dahulu 

sebelum menjalin komunikasi dengan pihak masyarakat melalui 

sosialisasi terhadap penertiban jalur hijau dan sungai.  

2. Dalam proses pelaksanaan kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang harus memilih dan 

menetapkan anggota-anggota yang sesuai dengan jabatan dan tugasnya 

agar anggota-anggota tersebut mengerti bagaimana tugas dan peran 

mereka dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. 

3. Dalam sikap para pelaksana pihak Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang seharusnya lebih tegas dan 

disiplin  dalam memberikan tugas dan tanggung jawabnya kepada para 

staff tentang bagaimana para anggota dalam menjalankan tugasnya 

kepada masyarakat dalam penertiban jalur hijau dan sungai tersebut.  
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4. Dalam standart operating procedure (SOP) Dinas Perumahan, 

Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang seharusnya 

memenuhi atau menjalankan SOP yang telah ditetapkan dalam 

penertiban jalur hijau dan sungai. sehingga procedure yang sudah 

ditetapkan akan berjalan dengan baik dan maksimal. 
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